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  ABSTRAK 
 
Peraturan Pemerintaah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan 
suatu produk hukum yang kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang. Perpu 
di tetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan 
selanjutnya diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian 
disetujui atau ditolak oleh DPR. Apabila sebuah Perpu yang ditetapkan telah 
mencabut sebuah Undang-Undang, kemudian Perpu tersebut ditolak oleh DPR 
untuk menjadi Undang-Undang. Maka timbul permasalahan tentang bagaimana 
akibat hukum dari penolakan Perpu tersebut, apakah akan terjadi kekosongan 
hukum. 
Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian 
hukum normatif dengan menjawab studi kepustakaan guna memperoleh data 
sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan 
menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan permasalahan yang di bahas.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis menemukan hasil bahwa 
Perpu yang dicabut tidak akan menimbulkan terjadinya kekosongan hukum, 
karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa Perpu 
yang dicabut harus dibuat RUU pencabutan Perpu yang juga mengatur akibat dari 
pencabutan Perpu. RUU bisa saja menyatakan Undang-Undang lama berlaku 
kembali. Atau walaupun RUU tidak menyatakan Undang-Undang lama berlaku 
kembali tetapi Undang-Undang akan berlaku secara otomatis karena asas 
Peraturan yang dicabut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah mencabut 
Peraturan lainya. Begitu pula dengan Perpu yang dicabut dianggap tidak pernah 
ada dan tidak pernah mencabut Undang-Undang sebelumnya, yang berarti bahwa 
Undang-Undang lama tetap ada dan berlaku. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas dinyatakan 
dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 
Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa Arab qanun atau ahkam atau 
hukm yang mempunyai arti “hukum”. Secara etimologis, istilah “hukum” 
(Indonesia) disebut law (Inggris) dan recht (Belanda dan Jerman) atau droit 
(Prancis). Istilah recht berasal dari bahasa Latin rectum berarti tuntutan atau 
bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah 
rex yang berarti Raja. Istilah-istilah tersebut (recht, rectum, rex) dalam bahasa 
Inggris menjadi righ (hak atau adil) juga berarti “hukum”.1 
Dalam menjalankan hukum juga harus berdasarkan tata hukum. Tata 
hukum sendiri berarti, dalam bahasa Belanda, (recht orde) ialah susunan 
hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Maksud 
dengan “memberikan tempat yang sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik 
dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Itu dilakukan supaya 
ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk 
menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.
2
 
Oleh karenanya setiap tindakan-tindakan atau permasalahan-
permasalahan haruslah dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di 
                                                 
1
 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 1. 
2
 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 
2012) h 5. 
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Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas tingkatan-tingkatan 
yang lazim disebut dengan hirarki perundang-undangan. Hirarki perundang-
undangan juga dengan jelas diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 
2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut tata urutan 
peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 
nomor 12 tahun 2011: 
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 
2. Ketetapan MPR 
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) 
4. Peraturan Pemerintah (PP) 
5. Peraturan Presiden (Perpres) 
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 
7. Peraturan Daerah (Perda) Kab/Kota 
Peraturan Daerah di berbagai wilayah di Indonsia ada juga disebut 
dengan Qanun yaitu berlaku di Aceh, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku 
di wilayah Papua dan Papua Barat. 
Secara hirarki yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa 
Undang-Undang dengan Perpu memiliki kedudukan yang sama. Sehingga 
Undang-Undang dapat dicabut oleh Perpu ataupun Perpu hanya dapat dicabut 
oleh undang-undang apabila Perpu tidak disahkan menjadi Undang-Undang 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai contoh dapat ditemui dalam UU No. 
3 Tahun 2010 tentang Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2009 tentang 
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Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi. 
Dalam hal tidak disahkannya sebuah Perpu menjadi Undang-Undang maka 
Perpu tersebut harus segera dicabut. Maria farida dalam bukunya yang 
berjudul Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya, 
mengatakan bahwa Perpu jangka waktunya terbatas (sementara). Sebab, 
secepat mungkin harus dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), yaitu pada masa persidangan berikutnya. Apabila PERPU itu disetujui 
oleh DPR, akan dijadikan sebagai Undang-Undang (UU). Sedangkan, apabila 
Perpu itu tidak disetujui (ditolak) oleh DPR, akan dicabut.
3
 
Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang DPR yang terdapat dalam 
pasal 72 Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: 
“DPR mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan atau 
tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.” 
Proses pembahasan PERPU apakah disetujui atau ditolak, dilakukan 
DPR melalui rapat paripurna sebagaimana yang diatur dalam pasal 52 ayat (4) 
dan ayat (5) UU No. 12 tahun 2011. 
Dalam pasal 272 Tata Tertib DPR mengenai Tata Cara Pengambilan 
Keputusan diatur bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada 
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun, dalam 
                                                 
3
 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: dasar-dasar dan 
pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h 94. 
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hal musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil 
berdasarkan suara terbanyak. 
Dalam hal PERPU tidak mendapat persetujuan dari DPR dalam rapat 
paripurna (ditolak), maka sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Keputusan 
Rapat Paripurna DPR yang menolak Perpu bersangkutan, Perpu tersebut harus 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (pasal 52 ayat (5) UU No. 12 tahun 2011 
yang berbunyi: 
”dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak 
mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak 
berlaku”. 
Untuk mencabut Perpu yang ditolak oleh DPR, maka haruslah dibuat 
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Perpu sebagaimana diatur 
pada pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 12 tahun 2011 yang berbunyi: 
(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus 
dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang 
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang. 
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Dari pasal-pasal di atas dapat ketahui bahwa secara hukum, DPR atau 
Presiden yang mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan 
Perpu. 
Apabila sebuah Perpu yang diterbitkan mencabut keberlakuan sebuah 
Undang-Undang, kemudian Perpu tersebut tidak disahkan atau ditolak menjadi 
Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka disini timbul masalah 
akan terjadinya kekosongan hukum akibat pencabutan PERPU yang 
sebelumnya telah mencabut keberlakuan sebuah Undang-Undang. Sebagai 
contoh ketika diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota, sedangkan Perpu ini telah mencabut 
keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Atas ditolaknya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 
menjadi Undang-Undang, sedangkan Perpu tersebut sebelumnya telah 
mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dianggap menimbulkan 
terjadinya kekosongan hukum tentang Pilkada. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul : “Akibat Hukum Penolakkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang Yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-Undang”. 
 
B. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 
dipermasalahkan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan yaitu akibat hukum penolakan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mencabut keberlakuan Undang-
Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah 
1. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang telah 
mencabut keberlakuan Undang-Undang? 
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui akibat hukum dari penolakkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang 
telah mencabut keberlakuan Undang-Undang. 
b. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu : 
a. Secara teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu 
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Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan 
masalah akibat hukum terhadap penolakan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang telah 
mencabut keberlakuan Undang-Undang. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.  
b. Secara praktis 
1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata 
Negara), terutama yang berkaitan dengan akibat hukum dari 
penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang 
telah mencabut keberlakuan Undang-Undang. 
2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi tentang apa dan bagaimana akibat hukum dari penolakan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah 
mencabut keberlakuan Undang-Undang.  
3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan 
pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu 
aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal akibat hukum dari 
penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang 
telah mencabut keberlakuan Undang-Undang. 
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E. Metodologi Penelitian 
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang 
telah ditentukan. 
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu 
penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem 
norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, 
norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum 
normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini 
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau 
bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penelitian 
perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan 
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan 
bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang 
relevan dengan permasalahan peneliti.
4
 Dan penelitian ini bersifat 
deskriptif, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwa 
deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan 
                                                 
4
 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), 
h.51 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 
menjadi objek penelitian.
5 
Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini yaitu ; 
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata 
urutan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 
keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. 
Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), digunakan untuk 
melihat permasalahan akibat hukum dari penolakan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah mencabut 
keberlakuan Undang-Undang. 
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 
Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang 
memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan di teliti. 
Dalam pendekatan konseptual (Statute Approach) ini peneliti akan 
mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara 
terkait dengan akibat hukum dari penolakan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang yang telah mencabut keberlakuan Undang-
Undang. 
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 Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h.105 
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c. Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 
Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri aturan 
hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum 
tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan 
masa kini yang digunakan untuk melihat makna esensial dari pada 
akibat hukum dari penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang telah mencabut keberlakuan Undang-Undang agar 
sejalan dengan sejarah pembentukan perundang-undangan negara 
Indonesia.
6 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang 
utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di 
dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan 
hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau 
diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.
7
 Dalam 
penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data 
sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.
8 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca 
buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 
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 I Made Pasek Diantha, Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 
Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h.156-160 
7
 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 
dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16 
8
 Suratman dan Philips Dillah, op.cit., h. 51 
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masalah yang diteliti.
9
 Dan data sekunder ini merupakan data yang 
diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Library Research) berupa 
peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya 
ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber 
data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif 
yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier, yaitu; 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal 
dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 
penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat autoritatif 
(mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan, antara lain: 
1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
2) undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 
2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30 
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4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2010 tentang pencabutan Perpu 
nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 
30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.  
b. Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai 
bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil 
penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.
10
 Bahan hukum 
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, 
skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan 
dengan, permasalahan kedudukan undang-undang yang dicabut 
berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
tidak disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat. 
Kegunaannya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi 
kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.
11
  
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang 
memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya 
berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta 
ensiklopedia.
12
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3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah 
penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum 
metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu 
pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum yang 
berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 
dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap 
bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
13
 Studi dokumenter 
merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik 
yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-
dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan 
perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan 
dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan 
landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau 
pandangan.
14
 
4. Analisis Data 
Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau 
memaknai suatu data. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif 
adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang 
tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran 
(deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih 
mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.
15 
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Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan 
penjelasan yang sistematis. Dan Pendeskripsian dilakukan untuk 
menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik 
permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul 
kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang 
menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu. Bahan 
hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif 
16
 
untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan 
dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan 
dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang 
khusus. 
 
F.  Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis 
dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga 
antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu 
perasatu bab tersebut. 
BAB I :   PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 
                                                 
16
 Ibid., h. 152-153 
15 
 
 
 
BAB II :   TINJAUAN UMUM HUKUM DAN NEGARA HUKUM 
  Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Negara 
Hukum, Konsep Negara Hukum, peraturan perundang-
undangan, hirarki perundang-undangan dan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
BAB III :   TINJAUAN TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
  Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori khusus yang 
berkaitan dengan hierarki dan pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan Khususnya pembentukan Undang-
Undangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 
BAB IV :   HASIL DAN PENELITIAN 
  Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil 
penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan kedudukan 
Undang-Undang yang dicabut berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak disahkan 
menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
BAB V :   PENUTUP 
  Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang 
diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.  
 16 
 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM 
 
A. Pengertian Hukum 
Hukum sebagai objek “Ilmu Hukum” harus dapat didefenisikan atau 
mempunyai defenisi, yang berfungsi untuk memberikan suatu orientasi yang 
jelas dan tegas tentang disiplin ilmu yang dinamai “Ilmu Hukum” agar yang 
belajar hukum mampu membedakan antara disiplin ilmu hukum yang 
dipelajarinya dengan disiplin ilmu lainya.
17
 
Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut law (Inggris) dan 
recht (Belanda dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht berasal dari 
bahasa Latin rectum berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau 
pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawiadalah rex yang berarti Raja atau 
perintah Raja. Istilah-istilah tersebut recht, rectum, rex) dalam bahasa Inggris 
menjadi right (hak atau adil) juga berarti “hukum”.18 
Istilah law (Inggris) dari bahasa Latin lex atau dari kata lesere yang 
berarti mengumpulkan atau mengundang orang-orang untuk diberi perintah. 
Lex juga dari istilah legi berarti peraturan atau undang-undang. Peraturan yang 
dibuat dan disahkan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang disebut legal 
atau legi yang berarti “undang-undang”. Dengan demikian, istilah law 
(Belanda), gesetz (Jerman), selain berarti “hukum” juga berarti “undang-
undang”.19 
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Berdasarkan kenyataan yang ada dalam penelusuran kepustakaan 
tentang filsafat, teori dan ilmu-ilmu hukum banyak ahli-ahli filsafat dan hahli 
hukum yang telah memberikan defenisi tentang hukum dengan beranjak dari 
latar belakang pemahamanya tentang hukum. Memang ditemui perbedaan 
formulasi rumusan antara satu dengan lainnya, dan hal itu sangat wajar-wajar 
saja dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa defenisi untuk suatu 
objek dari sumber-sumber yang berbeda.
20 
Bahkan tidak ada larangan dalam konteks keilmuan jika dulu yang 
berpendapat tentang hukum tidak dapat didefenisikan, sekarang merubah 
pendapatnya dengan mengatakan hukum harus dapat didefenisikan dan 
dicobanya untuk memberikan suatu defenisi. Juga tidak ada larangan yang 
dulu memberikan defenisi tentang hukum kemudian  memberikan defenisi 
yang baru yang lain dari sebelumnya (mereview). Hal ini dapat dicermati 
bagaiamana Van Volenhooven dalam memberikan defenisi berkenaan dengan 
hukum administrasi negara sekitar tahun 1927-an. Teorinya itu dikenal dengan 
Teori Residu. 
Pengenalan dan bahkan pemahaman tentang defenisi sangat diperlukan 
untuk mengantar dan memberik orientasi lebeih kanjut untuk mengenali  dan 
memahami secara mendalam tentang objek ilmu yang dipelajari, maka 
demikian pula halnya tentang defenisi hukum. 
Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan 
ini pasti terkait dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan sebuah 
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sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia  agar 
dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan 
untuk menegakkan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat 
berhak untuk mendapat pembelaan  dihadapan hukum sehingga bisa diartika 
hukum sebagai ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang 
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi yang 
melanggarnya. 
Grotius pada tahun 1962 dalam “De Belli ac facis” mengatakan bahwa 
hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai 
keadilan. 
Van Vollenhooven dalam tulisannya ”Het Adatrecht van Netherland 
Indie” mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejalan dalam pergaulan 
hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan 
gejala-gejala lainnya. 
Jadi hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat 
dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, 
keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.  Hukum memiliki tugas untuk 
menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat 
diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis 
ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan 
menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. 
 
 
  
 
Adapun pengertian hukum menurut para ahli, yaitu: 
1. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia; “Hukum 
adalah himpuanan petunjuk hidup yang mengatur tata tertibdalam suatu 
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 
bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat 
menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.” 
2. A. Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia  dalam 
Tanya Jawab menguraikan: Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik 
yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui 
orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.” 
3. Sunaryati Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan Hukum 
mengatakan: “Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, 
akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam 
hubungan dengan manusia lainya, atau dengan perkataan lain, hukum 
mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.” 
4. E. Mayers,  dalam bukunya De Algemene begrippen van het Burgelijk 
Recht, menulis: “Hukum adalah semua aturan yang mengandung 
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam 
masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam 
melakukan tugasnya.” 
5. Immanuel KantI, dalam bukunya Inleiding tot de Rechtswetschap: 
“Hukum adalah keseluruahan syarat-syarat  yang dengan kehendak bebas 
  
 
dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari 
orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.” 
6. Leon Duguit, dalam bukunya Traite de Droit Constitutional: “Hukum 
adalah aturan tngkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya 
penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat 
sebagai jaminan dari kepentingan beesama dan jika dilanggar 
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran 
itu.” 
7. J. Van Apeldorn,  dalam bukunya Inleiding tot de studie van het 
Netherlandse recht: “Tidak mungkin memberikan defenisi kepada hukum 
karena begitu luas yang diaturnya. Hanya pada tujuan hukum mengatur 
pergaulan hidup secara damai.” 
8. Grotius pada tahun 1962 dalam “De Belli ac facis” mengatakan bahwa 
hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-
nilai keadilan. 
9. Van Vollenhooven dalam tulisannya ”Het Adatrecht van Netherland 
Indie” mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejalan dalam 
pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling 
berbenturan dengan gejala-gejala lainnya. 
10. Immanuel Kant, menegmukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-
sayarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 
meneyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak bebas dari orang lain. 
  
 
11. J. Van Kant, dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtsweten schap” 
mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan 
kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-
kepentingan orang dalam masyarakat. 
12. Rudolf von Jhering, dalam bukunya “Der Zweek in Recht” mengatakan 
bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang 
berlaku dalam suatu negara. 
13. Duguit, mengemukakan bahwa hukum merupakan aturan tingah laku para 
warga masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu di 
indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama 
dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang 
melanggar ketentuan itu. 
14. Hans Kelsen, dalam bukunya “Reine Rechtslehre”, menyatakan bahwa 
hukum adalah terdiri dari suatu kaedah=kaedah menurut mana orang harus 
berlaku. 
Dari pendapat para sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum 
adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku 
manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam 
masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
B. Tujuan dan Fungsi Hukum 
Doktrin tentang tujuan hukum semua banyak dilontarkan oleh ahli 
filsafat hukum, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa filsufis 
hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu.
21
 
Namun dalam perkembangannya, lahir pemikir-pemikir ilmu hukum  
dan praktisi hukum dari kalangan yang sudah ahli dibidangnya yang mencoba 
merumuskan tentang apa tujuan asasi dari hukum. Ahli hukum telah mencoba 
merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim 
di dengar tidak lain, adalah keadilan, kemanfaatan atau kefaedahan dan 
kepastian.  
Sebelum di urai lebih lanjut tentang keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian sebagai tujuan hukum yang fundamental, maka dikemukakan 
beberapa pemikiran filsuf sebagai berikut: 
1. Van Kan, J, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
melindungi kepentingan-kepentingan  orang semata-mata  dalam suatu 
masyarakat. 
2. Bellefroid, J.H.P, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum 
yaitukesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu 
masyarakat. 
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3. Bentham, J, mengemukakan bahwa hukum befrtujuan untuk mewujudkan 
semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menajamin adanya 
kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat. 
4. Prof. Utrecht, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin 
adanya kepastian hukum  dalam pergaulan manusia, yakni kepastian oleh 
karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.
22
 
Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum sebagai tujuan universal  daripada hukum, oleh Gustav 
Radbruch, dinamainya dengan “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian. 
Prof. Achmad Ali, dalam bukunya “Teori Hukum” menyatakan bahwa 
apa yang disebut oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan 
tujuan hukum dalam arti yang luas universal. 
Karenanya dalam tataran penerapan hukum, menurut Gustav Radbruch, 
harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan baru 
kemudian kemanfaatan dan kepastian. 
Namun yang ideal, adaalah agar kiranya dalam penerapan hukum 
senantiasa mensinergikan  antar ketiga tujuan hukum di maksud, supaya ketiga 
nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada 
pengabaian dan kepincangan antar  suatu dengan lainnya. Akan tetapi jika hal 
itu tidak dimungkinakan, maka keadilan harus di perioritaskan terlebih dahulu, 
kemudian baru berfikir untuk kemanfaatannya dan kepastiannya. 
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Tiga tujuan fundamental hukum sebagaimana dimaksudkan tersebut di 
atas, dari segi teori, dikenal sebagai berikut: 
1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori etis (Etische Theory). 
2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori utilitas 
(Utiliteiteits Theory). 
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori positivism 
hukum (Legal Positivism Theory).
23
 
Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum, jika tujuan 
hukum sebagaimana disebutkan di atas , maka fungsi hukum merupakan alat 
untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum tersebut. Hukum sebagai alat secara 
teori bisa dikemukakan oleh ahli mempunyai beberapa fungsi, antara lain 
sebagai berikut: 
1. Law is a tool of Social Regulation. 
2. Law is a tool of Social Control. 
3. Law is a tool of Social Enggenering. 
4. Law is a tool of Social Developmen. 
5. Law is a tool of Social Regulation. 
Dalam istilah lain, yang menyatakan fungsi hukum antara lain sebagai 
berikut: 
1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. 
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan 
masyarakat. 
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3. Hukum berfungsi sebagai sarana  untuk mewujudkan keadilan social (lahir 
batin). 
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan sosial (penggerak 
pembangunan). 
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis). 
6. Hukum berfungsi untuk meneyelesaikan pertikaian.24 
 
C. Asas-Asas Pembentukan Hukum 
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman 
pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan 
norma. 
Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik 
menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul Handboek 
Wetgeving dibagi dalam dua kelompok yaitu: 
Asas-asas formil: 
1)  Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling), yakni setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan 
manfaat yang jelas untuk apa dibuat; 
2)  Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan), yakni 
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau 
organ pembentuk peraturan perundagundagan yang berwenang; peraturan 
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perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (vernietegbaar)atau batal 
demi hukum (vanrechtswege nieteg), bila dibuat oleh lembaga atau organ 
yang tidak berwenang; 
3)  Asas kedesakan pembuatan pengaturan (het noodzakelijkheidsbeginsel); 
4)  Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel van 
uitvoerbaarheid), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-
undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di 
masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, 
maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; 
5)   Asas konsensus (het beginsel van de consensus).
25
 
Asas-asas materiil: 
1)  Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke 
terminologie en duidelijke systematiek); 
2)   Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid); 
3)   Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel); 
4)   Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel); 
5)   Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel 
van de individuele rechtsbedeling). 
Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada 
pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan 
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peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan.  Dalam 
membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 
1)   “asas kejelasan tujuan” , bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 
2)   “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” , bahwa setiap 
jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara 
atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, 
Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi 
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak 
berwenang; 
3)   “asas kesesuaian antara jenis,hierarki, dan materi muatan” , bahwa dalam 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar 
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki 
Peraturan Perundang-undangan; 
4) “asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 
Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, 
sosiologis, maupun yuridis; 
5) “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan 
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan 
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 
  
 
6) “asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan 
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-
undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang 
jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya; 
7)  “asas keterbukaan”,  bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. 
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
26
 
Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
asas: 
1)   “asas pengayoman”,  bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk 
menciptakan ketentraman masyarakat; 
2)   “asas kemanusiaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan 
hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional; 
3)   “asas kebangsaan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 
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majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
4)   “asas kekeluargaan”,  bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; 
5)   “asas kenusantaraan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 
wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan 
yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
6)  “asas bhinneka tunggal ika”,  bahwa Materi Muatan Peraturan 
Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, 
suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
7) “asas keadilan”,  bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap 
warga negara; 
8) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal 
yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, 
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial; 
  
 
9) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap Materi Muatan 
Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam 
masyarakat melalui jaminan kepastian; 
10)  “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi 
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 
masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara; 
11) “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan 
yang bersangkutan”, antara lain: 
Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman 
tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 
Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, 
asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. 
Adapun para sarjana hukum memberikan konsep mengenai  asas-asas 
peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
27
 
1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1979: 15-19) ada enam asas 
perundang-undangan, sebagai berikut: 
a. Undang-Undang tidak berlaku surut. 
b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 
c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-
undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis). 
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d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu (lex posterior derogate lex priori). 
e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. 
f. Undang-Undang sbeagai sarana untuk semaksiamal mungkin dapat 
mencapai kesjahteraan  spiritual dan material bagi masyarakat ataupun 
individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat). 
2. Amiroedin Syarif (1987: 78-84), menyatakan lima asas perundang-
undangan, yaitu: 
a. Asas tingakatan hierarki. 
b. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. 
c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-
undang yang bersifat umum. 
d. Undang-Undang tidak berlaku surut. 
e. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang 
lama. 
3. I.C. Van der Vlies, dalam bukunya yang berjudul Het wetsbegrif en 
Beginselen van Behoorlijke regelgeving, I.C. Van der Vlies membagi asas-
asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut ke dalam asas-
asas yang formal dan materiil. 
Adapun asas-asas yang formal yaitu: 
a. Asas-asas tujuan yang jelas. 
b. Asas Organ/lembaga yang tepat. 
c. Asas perlunya pengaturan. 
  
 
d. Asas dapat dilaksanakan. 
e. Asas consensus. 
Asas-asas yang materiil ada lima asas, yaitu sebagai berikut: 
a. Asas terminologis dan sistematika yang benar. 
b. Asas dapat dikenal.  
c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum. 
d. Asas kepastian hukum. 
e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu. 
4. A. Hamid Attamimi menyatakan bahwa bagi pembentukan peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang patut itu dapat disusun asas-asas 
secara beraturan sebagai berikut: 
a. Cita hukum Indonesia. 
b. Asas negara berdasarkan hukum dan asas pemerintahan berdasrkan 
sistem konstitusi. 
c. Asas-asas lainnya. 
Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-
udangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang 
diberikan oleh: 
a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal 
tersebut berlaku sebagai cita (Idee), yang berlaku sebagai “bintang 
pemandu”) 
b. Norma fundamental negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam 
hal tersebut berlaku sebagai norma). 
  
 
c. Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu: 
1) Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan 
undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam 
keutamaan hukum. 
2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang 
menempatkan undang-undang sebagi dasar dan batas 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah. 
Asas-asas pembentukan eraturan perundang-undangan yang patut itu 
meliputi juga sebagai berikut: 
1) Asas tujuan yang tepat. 
2) Asas perlunya pengaturan. 
3) Asas Ogan/Lembaga dan materi muatan yang tepat. 
4) Asas dapat dilaksanakan. 
5) Asas dapat dikenali. 
6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum. 
7) Asas kepastian hukum. 
8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu. 
Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan 
perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan 
perundang-undangan 
Di luar asas-asas  di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-
undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti 
dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara 
  
 
umum teori dan asas-asas terserbut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan 
perundang-undangan.
28
 
 
D. Teori Pembentukan Hukum 
Dalam membentuk peraturan hukum, ada beberapa teori yang perlu 
dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah 
satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang 
norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya 
“Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans 
Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni 
norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih 
tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang 
disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa 
selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga 
berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok 
besar yakni : 
1)   Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara); 
2)   Staatsgrundgezets (aturan dasar negara); 
3)   Formell Gezetz (undang-undang formal); 
4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan 
otonom).
29
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Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma 
hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda 
dalam setiap kelompoknya. 
Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma 
ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari 
segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta 
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan 
Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. 
Langkah-langkah pembentukan perundang-undangan menurut Jazim 
Hamidi dalam makalahnya dijelaskan, susunan pembentukan perundang-
undangan terdiri dari: 
1. Pengkjian (interdisipliner) 
a. Sudah mendesak untuk diatur undang-undang. 
b. Kemungkinan-kemungkianan masalah yang akan timbul di bidang 
politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
  
  
 
2. Melakukan penelitian 
a. Penelitian hukum/ hasil penelitian. 
b. Hukum nasional/ hukum negaralain yang mengatur materi yang 
bersangkutan. 
c. Penyusunan naskah akademik. 
d. Penyusunan Rancangan Undang-Undang. 
e. Penyusunan Peraturan Pemerintah dan seterusnya. 
Adapun yang menjadi pokok-pokok penelitian adalah: 
1) Asas-asas hukum. 
2) Kaidah-kaidah hukum. 
3) Lembaga-lembaga hukum. 
4) Cara atau proses pelaksanaan.30 
 
E. Akibat Hukum 
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. 
Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan 
suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka 
akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh 
adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Lebih jelas lagi, 
menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum 
atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh 
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hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat 
hukum.
31
 
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 
memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 
hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni 
tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki 
hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi 
dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap 
obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-
kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau 
dianggap sebagai akibat hukum 
Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau 
tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek 
hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat 
itu telah diatur oleh hukum; 
2. Adanya suatu perubahan atas suatu keadaan hukum tertentu yang 
disebabkan oleh suatu perbuatan hukum.
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Dalam peraturan perundang-undangan bahwa akibat hukum yang 
ditimbulkan oleh perbuatan hukum misalnya pencabutan suatu peraturan maka 
akan mengakibatkan hapusnya peraturan tersebut. Begitu pula dengan 
                                                 
31
 Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 86.  
32
 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 71. 
  
 
pencabutan Undang-Undang ataupun Perpu, jika sebuah Undang-Undang atau 
Perpu dicabut maka Undang-Undang ataupun tidak berlaku lagi. 
Ketidakberlakuan Undang-Undang atau Perpu merupakan akibat dari 
pencabutan. 
 39 
 
BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERUNDANG-UNDANGAN 
 
A. Hirarki Perundang-Undangan 
a. Hirarki perundang-undangan sebelum UU No. 12 Tahun 2011 
Keberadaan Peraturan Daerah dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Pada 
masa sistem ini sistem perundang-undangan yang berlaku tidak dapat 
dipisahkan dari sistem perundang-undangan di Kerajaan Belanda.
33
 
Setelah Indonesia merdeka, dengan berlakunya UUD 1945 sebagai 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia maka sistem hukum dan 
pemerintahan Indonesia  berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 
ini dikenal bentuk peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang, dan 
Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya belum teratur karrena suasana 
belum memungkinkan untuk menertibkan bentuk-bentuk peraturan yang 
dibuat. Di masa awal-awal kemerdekaan, kadang-kadang nota-nota dianas, 
maklumat, surat-surat edaran dan lain sebagainya diperlakukan sebagai 
peraturan yang seakan mengikat secara hukum. Bahkan Wakil Presiden 
mengeluarkan maklumat yang sangat terkenal yang isinya membatasi 
tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) yang ketika itu 
sangat berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi maklumat itu dibuat 
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tanpa nomor, sehingga dikenal kemudia sebagai Maklumat Nomor x 
tertanggal 16 Oktober 1945. 
Bentuk aturan perundang-undangan Indonesia kembali berubah 
setelah diberlakukan Konstitusi RIS  yang berlaku mulai tanggal 27 
Desember 1949, bentuk-bentuk peraturan yang tegas disebuit adalah 
undang-undang federal, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah. 
Sementara itu, dalam UDS yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, 
penyebutannya berubah menjadi undang-undang, undang-undang darurat, 
dan peraturan pemerintah. 
Ketiga undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, semua 
sistem perundang-undangan mengenal adanya undang-undang dasar, 
undang-undang atau undang-undang federal, peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang (Perpu) atau undang-undang darurat, dan 
peraturan pemerintah. Menurut Jimly Asshiddiqie, penyebutan tiga bentuk 
peraturan tersebut dalam undag-undang bersifat enunsiatif dalam arti 
selain ketiga bentuk tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengatur  
bentuk-bentuk lain yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan. 
Setelah periode kembali ke UUD 1945, maka berdasarkan surat 
Presiden Nomor 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 yang 
ditujukan kepada DPR Gotong Royong, dinyatakan bahwa disamping 
bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam 
UUD 1945, perlu dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan yang lain, yaitu: 
  
 
1. Penetapan Presiden untuk melaksanakan Dekrit Presiden?Panglima 
Tinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada 
UUD 1945. 
2. Peraturan Presiden, yaitu: 
a. Peraturan Presiden yang dikeluarkan untuk melaksanakan 
Penetapan Presiden, ataupun peraturan yang dikeluarkan 
berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan 
b. Peraturan Presiden untuk melaksanakan Penetapan Presiden. 
3. Peraturan Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Presiden 
sehingga berbeda pengertianya dengan Peraturan Pemerintah yang 
dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. 
4. Keputusan Presiden yang dimaksudkan untuk melakukan atau 
meresmikan pengangkatan-pengangkatan. 
5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleh 
kementerian-kementerian negara atau Departemen-Departemen 
Pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal atau untuk 
mengatur sesuatu hal atau untuk melakukan atau meresmikan 
pengangkatan-pengangkatan.
34
 
b. Hirarki perundang-undangan sesudah UU No. 12 Tahun 2011 
Peraturan adalah dasar dari negara hukum. Negara yang 
pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya undang-undang.Para ahli 
biasa membedakan antara undang-undang dalam arti materiil (wet ini 
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materiele zin) dan undang-undang dalam arti formil (wet ini formele zin). 
Pengertian undang-undang dalam arti materiil itu menyangkut undang-
undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan 
undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan 
pembentukannya. Pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi 
penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-undang dapat dilihat 
dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat 
sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.
35
 
Karena pentingnya undang-undang dalam suatu Negara, maka perlu 
dibuat dan diatur dalam suatu peraturan untuk membentuk perundang-
undang yang baik. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan pertama yang 
mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan 
asas peraturan perundang-undangan yang baik. Namun karena ada 
beberapa hal dari isi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang perlu di ubah, maka 
di buatlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari 
Undang-Undang yang lama. Alasan dilakukan perubahan pada UU Nomor 
10 Tahun 2004 adalah salah satunya tentang hierarki perundang-undangan. 
Dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 sceara limitatif menyebutkan 
empat peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, Undang-Undang, 
PerPu, dan Peraturan Pemerintah (PP). Begitu juga dalam UU Nomor 10 
Tahun 2004 juga menjelaskan hal yang sama tentang hierarki peraturan 
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perundang-undangan, tapi dengan penambahan adanya Perpres (Penetapan 
Presiden) dan Keppres (Keputusan Presiden). Itu pun masih rancu 
pengertian Perpres dan Keppres dan hanya dituangkan dalam 
penjelasannya. Dengan berdasarkan banyak pertimbangan alasan mengapa 
UU Nomor 10 Tahun 2004, maka DPR bersama Pansus (Panitia Khusus) 
RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setuju untuk 
mengubah UU Nomor 10 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 2011, yang 
masih berlaku sampai sekarang dan menjadi pedoman dalam pembentukan 
perundang-undangan. Ketidaksempurnaan UU Nomor 10 Tahun 2004 
dikarenakan pada saat penyusunan dilakukan secara tergesa-gesa dan 
dalam waktu yang sangat singkat, maka dalam pembentukan UU Nomor 
12 Tahun 2011 dilakukan secara hati-hati dan perlu pertimbangan banyak 
hal agar tidak lagi mengalami kerancuann dan dapat memberikan 
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.
36
 
Secara umum isi UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat dikatakan 
merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam UU 
ini harus dilaksanakan. Jika UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan 
maka undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.
37
 
Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam 
membentuk  Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan 
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 
meliputi: 
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1. kejelasan tujuan; 
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
4. dapat dilaksanakan; 
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
6. kejelasan rumusan; dan 
7. keterbukaan. 
Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 
disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus 
mencerminkan asas: 
1. pengayoman; 
2. kemanusiaan; 
3. kebangsaan; 
4. kekeluargaan; 
5. kenusantaraan; 
6. bhinneka tunggal ika; 
7. keadilan; 
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau  
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain  
mencerminkan asas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Peraturan 
  
 
Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas  lain  sesuai  dengan  
bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 
Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus 
dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan  isi UU Nomor 12 Tahun 2011 
secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia asas-asas 
tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun. Sebagai sebuah undang-
undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan 
perundang-undangan UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat dikatakan sudah 
baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan UU Nomor 12 
Tahun 2011 maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih 
dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail. 
Meskipun demikian,  harus tetap diakui UU Nomor 12 Tahun 2011 
pun tidak luput dari kekurangan. Dari pengalaman selama ini, tidak mudah 
mendapatkan “naskah” UU Nomor 12 Tahun 2011 yang benar. Akibatnya, 
sering ditemukan perbedaan antara ketentuan dalam UUP3 dan “naskah” 
UU Nomor 12 Tahun 2011. Contoh: Menurut ketentuan UUP3 harus 
ditulis seluruhnya  dengan  huruf  kapital  yang  diletakkan  di  tengah  
marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Akan tetapi, “naskah” UU 
Nomor 12 Tahun 2011 yang tersedia tidak ditulis seperti itu. Akan sangat 
membantu masyarakat terutama mereka yang terlibat dalam pembentukan 
  
 
peraturan perundang-undangan bila lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang menyiapkan “naskah” resmi yang sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. 
Selanjutnya UU Nomor 12 Tahun 2011 akan dikaitkan dengan uji 
material di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) 
UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji 
undangundang  terhadap UndangUndang Dasar. Dalam Pasal 10 ayat (1) 
huruf d UUP3 disebutkan bahwa materi muatan  yang  harus diatur dengan 
Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. 
UU Nomor 12 Tahun 2011 telah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. 
Melalui Putusan Nomor  92/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi 
menyatakan beberapa ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini antara lain 
memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) untuk terlibat dalam pembentukan undang-undang.
38
 
 
B. Asas-asas Perundang-Undangan 
Asas-asas perundang-undangan menjadi dasar pola berfikir pembentuk 
Undang-Undang. Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki peran 
yang sangat vital untuk memecahkan masalah Undang-Undang yang saling 
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bertentangan. Setidaknya, ada empat asas penting dalam peraturan perundang-
undangan nasional, yaitu asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku 
surut atau asas non retro active, asas lex specialis derogate legi generalis, asas 
lex superior derogate legi inferiori dan asas lex posterior derogate legi priori. 
Berikut adalah penjelasan mengenai empat asas penting dalam pelaksanaan 
dan pembentukan perundang-undangan di Indonesia:
39
 
1. Asas Legalitas atau asas Undang-Undang tidak berlaku surut 
Ketentuan mengenai asas legalitas mulanya tercantum pada Pasal 2 
Algemene  Bepalingen van Wetgeving (AB) yang menyatakan bahwa 
Undang-Undang yang berlaku pada masa akan datang tidak mempunyai 
kekuatan berlaku surut. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dapat di pidana kecuali perbuatan itu telah diatur dalam 
Undang-Undang. 
2. Asas Lex Superior Derogate Lege Inferiori 
Asas Perundang-Undangan ini menyatakan bahwa Undnag-Undang yang 
lebih tinggi kedudukannya mengalahkan dan mengesampingkan  Undang-
Undang yang posisinya lebih rendah. Asas ini pula yang menyebabkan 
timbulnya hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan 
nasional di Indonesia. 
Adanya asas lex superior derogate lege inferiori menyebabkan aturan 
hukum yang berada dibawah tidak boleh bertentangan  dengan aturan 
hukum yang lebih tinggi posisinya jika menyangkut persoalan yang sama. 
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Contoh: Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 19945.  
3. Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis  
Pada pokoknya asas lex specialis  derogate lege generalis memiliki arti 
bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan 
Undang-Undang yang bersifat umum. Asas ini diterapkan jika ada 
petentangan hukum anatara  dua ketentuan hukum yang memiliki 
kedududkan yang sama. Contohnya adalah jika Undang-Undang A 
bertentangan dengan Undang-Undang B, maka hakim harus menerapkan 
Undang-Undang yang membahas hal tersebut secara khusus. 
4. Asas Lex Posterior Derogate Legi Priori 
Asas ini pada pokoknya menyatakan bahwa jika terdapat dua aturan yang 
memiliki kedudukan yang sama dan bertentangan satu sama lain, maka 
peraturan yang lebih baru menegsampingkan peraturan yang lama.  
Keberadaan asas-asas Perundang-Undangan sanagat penting dalam hal 
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dan juaga dalam hal 
pelaksanaan Undang-Undang demi menyeleseaikan konflik antar berabgaai 
sumber hukum dan norma-norma hukum.  
 
C. Pembentukan Peraturan 
1. Pengertian Umum 
Pembentukan norma hukum yang bersifat abstrak (general and 
abstract legal norm), berupa peraturan yang bersifat tertulis (statutory 
norm), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, 
  
 
pembentukanya diperintahkan oleh undang-undang dasar; kedua, 
pembentukanya dianggap perlu karena kebutuhan hukum.
40
 
Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek 
kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 
termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk 
mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara 
lain di bidang pembentukan perundang-undangan. Tertib pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan 
sampai dengan pengunanganya. Untuk membentuk peraturan perundang-
undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan 
dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik 
penyusunan maupun pemberlakuanya.
41
 
Selama ini terdapat berbagai macam ketentuan yang berkaitan 
dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk teknik 
penyusunan peraturan perundang-undangan, diatur secara tumpang tindih 
baik peraturan yang berasal dari masa colonial maupun yang dibuat setelah 
Indonesia merdeka, yaitu: 
a. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat 
AB (Stb. 1847:23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum 
peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai pembentukan 
peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi 
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berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan nasional. 
b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang peraturan tentang jenis dan bentuk 
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. UU ini merupakan 
Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta. 
c. UU Nomor 2 Tahun 1950 tentang menetapkan Undang-Undang 
Darurat  tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS  dan tentang 
mengeluarkan, mengumumkan, dan mulai berlakunya Undang-Undang 
Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. 
d. Selain undang-undang tersebut, terdapat pula ketentuan: 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman 
dan mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; 
2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 
tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran negara dari 
Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara. 
3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang 
dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia; 
4) Keputusan Prwesiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang; 
5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan 
  
 
Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. 
e. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, berlaku peraturan tata tertibyang mengatur antara lain 
mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang dan 
rancangan peraturann daerah serta pengajuan dan pembahasan 
rancangan undang-undang dan peraturan daerah usul inisiatif Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
42
 
Dengan adanya perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1) 
yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang 
kekuasaan. Membentuk Undang-Undang, maka berbagai peraturan 
perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi. 
 Dengan demikian diperlukan Undang-Undang yang mengatur 
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan 
yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan bai di tingkat 
pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik 
menegenai sistem, asas, jenis, dan materi muatan peraturan perundang-
undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan 
penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat. 
Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk 
suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A UUD 
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1945 dan Pasal 6 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun Undang-
Undang ini hanya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan yang meliputi Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan 
Daerah. Sedangkan mengenai pembentukan UUD tidak diatur dalam 
Undang-Undang ini. Hal ini karena masalah UUD tidak termasuk 
kompetensi pembentuk Undang-Undang ke bawah. 
Dalam Undang-Undang ini, pada tahap perencanaan diatur pula 
mengenai Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah 
dalam rangka penyusunan pearaturan perundang-undangan secara 
terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Untuk menunjang pembentukan 
peraturan perundang-unangan, diperlukan peran tenaga perancang 
peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas 
yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan 
rancangan peraturan perundang-undangan. Bahkan, tahap pembentukan 
suatu undang-undang seharusnya dimulai dari kegiatan penelitian dan 
pengembangan hukum (research and development).
43
 
2. Pembentukan Peraturan  
UU No. 10 Tahun 2004 mengatur secara berbeda-beda proses 
pembentukan peraturan perudangan-undangan sesuai dengan bentuknhya 
masing-masing. Prosedur pembentukan Undang-Undang berbeda dari 
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pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Namun, secara umum, kita dapat 
membedakan adanya tiga pola proseduaturan, yaitu pembentukan 
peraturan sebagai produk legislatif dan produk non-legislatif. Peraturan 
yang apat disebut sebagai produk legislatif (legislative acts) adalah 
Undang-Undang dan Peraturan Daerah, sedangkan peraturan lainya dapat 
disebut sebagai “executive acts” atau produk eksekutif.  
a. Pembentukan Undang-Undang 
Menurut Pasal 17 UU No. 10 Tahun 2004, rancangan undang-
undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, 
maupun dari Dewan Perwakilan Daerah disusun berdasarkan program 
Nasional Nasional.  Rancangan undang-undang yang diajukan oleh 
Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan undang yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber ekonomi lainya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam keadaan tertentu, 
Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan 
undang-undang di luar Program Legislasi Nasional. Dalam penjelasan 
Pasal 17 ayat (3) undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan “dalam keadaan tertentu” tersebut adalah kondisi yang 
  
 
memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program 
Legislasi Nasional.
44
 
Dengan adanya pengaturan yang demikian berarti, rancangan 
undang-undang yang sudah termasuk dalam daftar perioritas dalam 
Polegnas tetap tidak bersifat mutlak. Jika timbul kebutuhan yang 
benar-benar obyektif dan mendesak, maka ditengah jalan pun dapat 
diajukan rancangan undang-undang yang baru sama sekali ke dalam 
daftar resmi rancangan undang-undang yang diperioritaskan dalam 
rangka Program Legislasi Nasional tersebut. Dengan demikian, 
rancangan undang-undang dapat berasal dari daftar yang sudah 
ditentukan dalam Program Legislasi Nasional dan dapat pula tidak 
berasal dari daftar yang telah ditentukan itu asalkan memenuhi syarat 
“dalam keadaan tertentu” seperti yang dimaksud oleh undang-undang. 
Penyusunan Program Legislasi Nasional itu sendiri dapat 
dilakukan atas dasar kebutuhan hukum (legal need) dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan bernegara atau atas dasar perintah Undang-
Undang Dasar. UUD 1945 sendiri cukup banyak mendelegasikan 
pengaturan sesuatu hal agar dituangkan dalam bentuk undang-undang, 
tetapi lebih banyak lagi ketentuan-ketentuan dasar yang tidak 
dilengkapi dengan perintah legislasi sama sekali. Karena itu kebutuhan 
hukum yang timbul dalam praktiklah yang akan menetukan perlu 
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tidaknya sesuatu kebijakan kenegaraan dituangkan dalam bentuk 
undang-undang.
45
 
Dengan demikian, pembentukan undang-undang dapat dilakukan 
tidak saja karena adanya perintah eksplisit dalam UUD 1945, tetapi 
juga karena adanya kebutuhan hukum (legal needs) yang timbul dalam 
praktik penyelenggaraan negara. Jika kebutuhan itu memang nyata, 
meskipun tidak secara ekspilisit diperintahkan oleh UUD 1945, maka 
lembaga legislatif bersama dengan pemerintah dapat saja membentuk 
undang-udang sebagaimana mestinya menurut ketentuan Undang-
Undang Dasar. 
b. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perpu) 
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden dapat 
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dan 
alasan ini menjadi syarat utama Presiden dalam menetapkan Perpu. 
Perpu yang ditetapkan Presiden juga dapat menggantikan Undang-
Undang karena kedudukannya yang setingkat, selain kedudukanya 
yang setingkat materi muatan Perpu dengan Undang-Undang itu sama. 
Dalam Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2004 ditentukan, “Materi 
muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan 
materi muatan Undang-Undang”. Dalam Pasal 11 UU No. 12 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur hal yang 
sama mengenai materi muatan Perpu yang diatur dalam UU 
sebelumnya. Selanjutnya Pasal 24 UU tersebut menetukan bahwa 
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan 
Perpu, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan 
Presiden diatur dengan Peraturan Presiden.
46
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu itu, 
menurut Pasal 25 UU No. 10 Tahun 2004 dan Pasal 22 ayat (2) UUD 
1945, Perpu harus diajukan untuk mendapat persetujuan DPR dalam 
persidangan yang berikut. Pengajuan Perpu tersebut diajukan dalam 
bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu 
menjadi undang-undang. Dalam hal Perpu tersebut ditolak DPR, 
Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan 
Perpu tersebut yang dapat menagtur pula segala akibat dari penolakan 
tersebut. Dan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur dalam Pasal 52 
ayat (1 sampai 8). 
Pasal 36 UU No. 10 Tahun 2004 menentukan pula bahwa 
pembahasan rancangan undang-undang tentang Perpu menjadi undang-
undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan 
pembahasan rancangan undang-undang. Dalam hal rancanagan 
undang-undang tentang ditolak oleh DPR, Perpu tersebut dinyatakan 
tidak berlaku. Dalam hal Perpu itu ditolak DPR, Presiden mengajukan 
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rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu itu yang dapat 
mengatur pula segala akibat dari penolakan Perpu tersebut. 
Jadi yang membedakan pembentukan Undang-Undang dengan 
Perpu adalah, pertama, pembentukan Perpu relatif cepat dibandingkan 
dengan pembetukan Undang-Undang. Hal ini karena alasan 
penmbentukan Perpu yaitu untuk memberikan solusi untuk 
permasalahan yang sedang diahadapi dan harus segera dibuatkan 
aturanya. Kedua, pembetukan Perpu tidak melalui naskah akademik 
seperti pembentukan Undang-Udang. Ketiga, Perpu harus segera 
diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-
Undang, jadi Perpu sifatnya sementara sedangkan Undag-Undang tetap 
sampai ada aturan lain yang mencabutnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan. 
1. Akibat Hukum Penolakan Perpu 
a. Akibat penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak 
oleh DPR pada rapat paripurna maka berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Perpu tersebut harus dicabut dan harus 
dinyatakan tidak berlaku. Dan pada rapat paripurna tersebut DPR atau 
Presiden harus membuat RUU pencabutan Perpu. 
b. Akibat penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
yang telah mencabut keberlakuan Undang-Undang. 
Perpu dapat ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa dan segera mungkin harus diajukan menjadi Undang-Undang 
kepada DPR. Apabila DPR menyetujui Perpu maka akan dibuat RUU 
Pengesahan Perpu Menjadi Undang-Undang. Namun apabila Perpu 
tidak disetujui atau ditolak untuk menjadi Undang-Undang oleh DPR 
maka Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Apabila 
Perpu sebelumnya telah mencabut Undang-Undang dan terrnyata 
Perpu tidak disetujui menjadi Undang-Undang maka tidak akan terjadi 
kekosongan hukum seperti yang sebagian kalangan beragumen 
demikian. Alasan tidak terjadi kekosongan hukum akibat penolakan 
Perpu ini yaitu berdaasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
  
 
bahwa Perpu yang dicabut harus dibuatkan RUU Pencabutan Perpu 
yang juga mengatur segala akibat pencabutan Perpu. Jadi bisa saja 
Undang-Undang Pencabutan Perpu menyatakan Undang-Undang lama 
kembali berlaku. Atau jika Undang-Undang tidak menyatakan secara 
tegas Undang-Undang lama kembali berlaku maka Undang-Undang 
lama tetap akan berlaku berdasarkan asas Peraturan yang telah dicabut 
dianggap tidak pernah ada. Artinya Perpu yang telah dicabut dianggap 
tidak pernah ada dan tidak pernah mencabut Undang-Undang. 
Sehingga Undang-Undang lama tetap berlaku. 
2. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
terdiri dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu Perpu sederajat dengan 
Undang-Undang dan Perpu tidak sederajat dengan Undang-Undang.  
a. Perpu sederajat dengan Undang-Undang  
Maksudnya bahwa kedudukan Perpu itu sendiri telah ada pada 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-
Undangan. Undang-Undang telah memposisikan Perpu berada pada 
hierarki ketiga setelah UUD 1945 dan TAP MPR atau setingkat 
dengan Undang-Undang. Kemudian dalam tata cara pencabutan 
peraturan perundang-undangan, yang mana sebuah peraturan dapat 
dicabut dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang 
sederajat atau melalui putusan pengadilan. Disini Perpu dapat 
mencabut Unang-Undang, artinya Perpu tidak berada dibawah 
  
 
Undang-Undang atau dapat dikatakan Perpu sederajat dengan Undang-
Undang. 
b. Perpu tidak sederajat dengan Undang-Undang 
Pada perspektif ini mengatakan bahwa Perpu tidak sederajat 
dengan Undang-Undang atau lebih tepatnya Perpu dibawah Undang-
Undang. Mengenai Perpu dibawah Undang-Undang sebenarnya tidak 
ada aturan hukum yang mengatur tentang ini. Namun perspektif ini 
timbul atas penafsiran dan keberadaan Perpu itu sendiri. Perpu berarti 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pada dasarnya 
adalah perturan yang dibuat oleh Pemerintah, sedangkan Peraturan 
Pemerintah itu berada dibawah Undang-Undang. Kemudian 
keberadaan Perpu itu sendiri adalah ketika ada hal ihwal kegentingan 
yang memaksa dan sifatnya hanya sementara karena segera mungkin 
Perpu harus dijadikan Undang-Undang. Perpu wajib diajukan menjadi 
Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila 
Perpu disetujui DPR maka harus dibuatkan RUU tentang Pengesahan 
Perpu menjadi Undang-Undang dan apabila Perpu tidak disetujui oleh 
DPR menjadi Undang-Undang maka juga harus dibuatkan RUU 
tentang Pencabutan Perpu. Dari hal inilah Perspekstif Perpu dibawah 
Undang-Undang muncul. 
 
  
  
 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin 
memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
1. Kepada Lembaga pembuat Undang-Undang, hendaknya membuat 
peraturan yang lebih jelas mengenai Pencabutan Perpu yang sebelumnya 
mencabut Undang-Undang tentang bagaimana akibat dari pencabutan 
Perpu tersebut agar tidak ada anggapan akan terjadi kekosongan hukum. 
2. Kepada Pemerintah, hendaknya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang yang memang memberikan solusi terhadap masalah yang 
sedang dihadapi sehingga peraturan yang dibuat layak dan dapat disahkan 
menjadi Undang-Undang. Sehingga tidak ada ke sia-siaan peraturan yang 
dibuat. 
3. Kepada masyarakat, hendaknya mempercayai Pemerintah dan Pembuat 
Undang-Undang bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh 
negara pasti punya solusinya. 
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